
 

 
 

 
 
 

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA 
NOMOR 18 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 73 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DANA DESA  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 

Menimbang : a. bahwa untuk  melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007 pasal 4 
ayat (5) tentang Keuangan Desa, dalam pelaksanaan otonomi 
desa dimaksudkan memberikan hak dan kewenangan 

Pemerintah Desa agar desa dapat secara maksimal memberikan 
pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta 

meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa untuk 
mencapai tujuan kehidupan masyarakat yang berkeadilan; 

b. bahwa berdasarkan kebijakan yang mengatur keuangan desa 

yang diberikan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan 
memberdayakan sumber daya manusia dan potensi desa yang, 

perlu ditinjau kembali di dalam pemberian bantuan operasional 
untuk insentif Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa 
mengalami perubahan; 

c. bahwa pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud 
dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya 

yang tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa 
berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c , perlu segera menetapkan 

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 73 Tahun 2008 
tentang Alokasi Dana Desa. 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Sebagai 

Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 1820);  

 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara  (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548; 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4090); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585);  



12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82);  

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga 
Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 

2006 Nomor 13);  

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  Nomor 5 
Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata 

Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai 
Kartanegara Tahun 2007 Nomor 5). 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  Nomor 16 
Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 16). 

16. Peraturan  Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 
Nomor  11); 

17. Peraturan  Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  Nomor 19 
Tahun 2008 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

(LPM) Desa/Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor  19);  

 

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 
140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi 
Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada 

Pemerintah Desa; 

3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 

140/161/SJ tanggal 27 Januari 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 73 TAHUN 
2008 TENTANG ALOKASI DANA DESA  

 

 

 
 
 

 
 

 



Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2008 
tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai 

Kartanegara Tahun 2008 Nomor 73) diubah sebagai berikut : 

1. Pasal 10 ayat (1), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) diubah, 
sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 10 

(1) Pengguna Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 40 
% (empat puluh perseratus) untuk belanja tidak langsung 
dan sebesar 60 % (enam puluh perseratus) untuk belanja 

langsung.  

(4) Penggunaan untuk belanja tidak langsung sebesar 40 % 

(empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri dari : 

a. belanja aparatur desa; 

b. belanja non aparatur desa; 

c. belanja bunga; 

d. belanja hibah; 

e. belanja bantuan sosial; 

f. belanja bantuan keuangan, dan; 

g. belanja tak terduga. 

(6) Pedoman mengenai penggunaan ADD untuk tunjangan, 

insentif non aparatur desa, bantuan operasional lembaga 
kemasyarakatan desa terdapat dalam lampiran I Perubahan 
Peraturan Bupati meliputi : 

a. penghasilan tetap belanja aparatur desa angka (1) Kepala 
Desa sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu 

rupiah) menjadi Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus 
Lima Puluh Ribu Rupiah) 

b. insentif Non Aparatur Desa angka (4) insentif ketua RT 

sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu 
Rupiah)  menjadi Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah); 

c. bantuan operasional RT dengan Pagu sebesar Rp. 
300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp. 350.000,- 
(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 

(7) Penggunaan belanja langsung sebesar 60 % (enam puluh 
perseratus) yang tertuang dalam program dan kegiatan 

didasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat desa, 
kemampuan keuangan desa serta urusan pemerintah yang 
menjadi kewenangan desa. 

2. Dalam Pasal 10 ditambahkan satu ayat berbunyi : 

(9) Pemberian besaran penghasilan dan tunjangan 

sebagaimana diatur pada ayat (4) dan ayat (6) diberikan 
terhitung sejak bulan Januari. 

 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kutai Kartanegara. 
 

 
  

 
 

Ditetapkan di Tenggarong 

pada tanggal  9 Mei 2011 
 

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 

 
 

 
 

RITA WIDYASARI 

 
 

 
 

 
Diundangkan di Tenggarong 
pada tanggal  10 Mei 2011  

 
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, 

 
 

 
 

 
 
     HAPM. HARYANTO BACHROEL 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN  2010 NOMOR 18 

 
 

TELAH DIKOREKSI OLEH : 

NO NAMA JABATAN PARAF 

1. DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM  SEKRETARIS DAERAH  

2. H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum  ASSISTEN PEMERINTAHAN UMUM DAN HUKUM  

3. ARIEF ANWAR, SH, M.Si KEPALA BAGIAN HUKUM  

4. RUS AFFANDI, S.Sos KASUBAG. PERUNDANG-UNDANGAN  

 


